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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat(1) dan 
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana 
Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 
Tahun 2019 ten tang Penetapan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2018-2023; 

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2018-2023, 
maka Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 
Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubermur 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan clan Kalimantan Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Unda:ng-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing 
Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan 
Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan 
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9); 
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Menetapkan 

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9); 

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018- 
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Nomor 1); 

17. Peraturan Gubernur Nornor 121 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur 
Kalimantan Barat Nornor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 72); 

18. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2019 Nomor 16); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG 
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
TAHUN 2018-2023. 
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 19, angka 20, 
angka 21, angka 22 dan angka 23, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah yang terdiri dari dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah. 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat. 

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut 

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat. 

7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 
10. Badam Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan 

mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan 
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
meningkatkan akses clan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah 
sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan. 

12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk 

menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang 
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan 
clan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di 
daerah. 
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terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala 
Daerah. 

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah periode 1 (satu) tahun. 
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

17. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan 

pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai 
dengan tugas clan fungsi Perangkat Daerah. 

18. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses 
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan 

keuangan untuk memastikan tercapainya target serta secara ekonomi, 
efisien dan efektif. 

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau 

seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa 
atau satu jenis sumber daya terse but. 

21. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh 

1 (satu) Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa 

atau satu jenis sumber daya terse but. 
22. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis clari 
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23. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencer:minkan berfungsinya 

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengaeu pada 
sasaran strategis dan tujuan yang telah clitetapkan. 

2. Ketentuan a yat (2) Pasal 2 diubah dan clitambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 
(7) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

(1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi arah 
kebijakan Perangkat Daerah dan kewenangan, program dan kegiatan 
pembangunan disertai kerangka pendanaan clalam rangka pelaksanaan 
urusan pemerintahan wajib, dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai 
clengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat inclikatif. 

(2) Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah cliubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. 

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pedoman perencanaan untuk masa 5 (lima) tahun. 

(4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan 
RKPD. 

(5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat program, kegiatan, 
lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disertai 
inclikator kinerja pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 
Perangkat Daerah. 

(6) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : 

a. Bab I Pendahuluan; 

b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 

c. Bab III Permasalahan clan Isu Strategis; 

cl. Bab IV Tujuan dan Sasaran; 

e. Bab V Strategi clan Arah Kebijakan; 
f. Bab VI Rencana Program clan Kegiatan serta Penclanaan; 

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan 
h. Bab VIII Penutup. 

(7) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Perubahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terc 1m d@lam Lampirar wg mt re 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 2 ock 2021 

4-GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /A 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 2 rack 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

U6 
A L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4 


